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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER 
KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM RANGKA PENANGANAN 
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU MENGHADAPI ANCAMAN 
YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL  

ABSTRAK :  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dan untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur 
dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Transfer 
Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-.19) dan/atau Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  

      Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008, TLN No.4916), 
Perpu 1 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.87, TLN No.6485), Perpres RI 28 Tahun 
2015 (LN Tahun 2015 No.51), Perpres RI 54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.94), 
Permenkeu RI 217/PMK.01/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Permenkeu RI 229/PMK.01/2019. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Ruang lingkup pengelolaan TKDD Tahun Anggaran 2020 yang diatur dalam 
Peraturan Menteri ini meliputi pengalokasian, penggunaan, penyaluran, dan 
pemantauan dan evaluasi. Penyesuaian dan/atau penetapan pagu alokasi TKDD 
dilakukan atas DBH, DAU, DAK Fisik, DAK Nonfisik, DID, Dana Otonomi Khusus 
dan DTI, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. 

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020, terhadap 
penyaluran sebagian DBH dan/atau DAU Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan 
penundaan dan/atau pemotongan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 
Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 
atas nama Menteri Keuangan. Penundaan terhadap DAU dan/atau DBH 
dilaksanakan dalam hal daerah tidak memenuhi persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a. Kepala Daerah atau 
Pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan realisasi pembayaran BOK 
Tambahan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan dan Kementerian Kesehatan paling lambat 15 Desember 2020. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 16 April 2020. 

  - Lampiran halaman 46-620. 

 


